
WALi KOTA PALANGKA RAYA 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN WALi KOTA PALANGKA RAYA 

NOMOR 31TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALi KOTA PALANGKA RAYA 

NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA PALANGKA RAYA, 

Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 

Mengingat 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai 

Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Wali Kota Palangka 

Raya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota 

Palangka Raya Nomor 29 tahun 2022 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang­ 

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­ 

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  

Tahun 2017 Managemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Repulik Indonesia Nomor 6718); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020 

tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 1781) ;  

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan 

Reforrnasi Birokrasi Nornor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 

Pernerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 546); 

1 1 .  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nornor 6 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara {Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 155); 

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 137 Tahun 2022 

tentang Organisasi Tata Kerja Kernenterian Dalam Negeri 

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 1433); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 14 Tahun 2023 

tentang Pedornan Teknis Pernberian dan Penghentian 

Pernbayaran Penghasilan Pejabat Adrninistrasi yang 

Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Instansi Daerah yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah {Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nornor 756); 

14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nornor 6 Tahun 2019 

tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Palangka Raya (Lernbaran Daerah Kota Palangka Raya 

Tahun 2019 Nornor 6, Tambahan Lernbaran Daerah Kota 

Palangka Raya Nornor 2); 

15. Peraturan Wali Kota Kota Palangka Raya Nornor 29 tahun 

2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 

Nornor 29) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Wali 

Kota Nornor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nornor 29 Tahun 2022 

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara {Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 

Nornor l); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN WAL! KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 29 

TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

APARATUR SIPIL NEGARA. 
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Pasal I 

Ketentuan angka 5 Lampiran II Peraturan Wali Kota Palangka 

Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Wali Kota Palangka Raya Nomor 29 Tahun 2022 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diubah 

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Wali Kota ini. 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2024. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya. 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal 28 lobes 202H 

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA, 

HERA NUGRAHAYU 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal 28 ote,2 02 

Plh. SEK TARIS DA2RAH KOTA PALANGKA RAYA, 

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 7 
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LAMPIRAN 
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA 

RAYA 

NOMOR 188.45/ 37 /2024 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALI KOTA PALANGKA 

RAYA NOMOR 29 TAHUN 2022 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN 
KRITERIA KONDISI KERJA. 

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

NO. NAMA JABATAN BESARAN 

1 Kepala Dinas Rp 4.000.000,00 

2 Sekretaris Dinas Rp 2.000.000,00 

3 Kepala Bidang Rp 2.000.000,00 

4 Kepala Sub Bagian Rp 1.500.000,00 

5 Jabatan Fungsional Ahli Madya Rp 2.000.000,00 

6 Jabatan Fungsional Ahli Muda Rp 1.500.000,00 

7 Jabatan Fungsional Ahli Pertarna Rp 1.000.000,00 

8 Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 7 Rp 700.000,00 

9 Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 6 Rp 650.000,00 

10 Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 5 Rp 600.000,00 

Fj. WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

HERA NUGRAHAYU 


